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ABSTRAK  

 

Muhammad Syahrul Soleh Rizki, 1213030095. “Tinjauan Siyasah Idariyah 

Mengenai Pelaksanaan Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Legislatif 

di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD”. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penggunaan hak recall 

oleh partai politik terhadap anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). 

Fenomena tersebut menimbulkan kontroversi karena hak recall sering digunakan 

secara sepihak oleh partai politik tanpa mempertimbangkan prinsip kedaulatan 

rakyat dan fungsi representasi anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Akibatnya, 

hak recall berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara partai politik 

dan legislator yang seharusnya menjalankan mandat rakyat secara independen. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaturan hukum 

mengenai hak recall oleh partai politik terhadap anggota legislatif dalam UU 

MD3, (2) untuk menganalisis implikasi hukum dan politik dari pelaksanaan hak 

recall terhadap sistem demokrasi dan representasi politik di Indonesia, serta (3) 

untuk mengkaji pandangan Siyasah Idariyah dalam hukum Islam terhadap konsep 

dan praktik hak recall partai politik terhadap anggota legislatif. 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi dasar hukum hak recall 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, teori representasi politik dalam 

demokrasi, serta prinsip-prinsip pemerintahan dalam perspektif Siyasah Idariyah. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka 

terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur Islam 

klasik dan kontemporer yang relevan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak recall oleh partai 

politik sering kali tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang adil dan 

transparan, sehingga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan 

melemahkan kedudukan anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Dalam perspektif 

Siyasah Idariyah, kekuasaan merupakan amanah yang hanya dapat dicabut apabila 

terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena 

itu, diperlukan reformasi terhadap sistem recall baik dalam aspek regulasi maupun 

etika pelaksanaannya agar sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan 

substantif, dan nilai-nilai Islam. 

Kata Kunci: Hak Recall, Partai Politik, Kedaulatan Rakyat, UU MD3, Siyasah 

Idariyah. 

 

 


